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Abstract. Kober Market in West Purwokerto plays a role in implementing the principles of economic
democracy to support the empowerment of local communities. This research uses a qualitative method with
a descriptive approach by collecting primary data through direct observation, interviews with traders and
market managers, as well as documentation of market activities. Secondary data was obtained from various
library sources which discuss people's markets, economic democracy and traditional market management.
The results of this research study show that Kober Market functions not only as a local economic center,
but also as a symbol of community economic empowerment. Policies such as traders' freedom to determine
prices and prohibitions on buying and selling stalls are the characteristics of this market. Nonetheless, the
market faces modernization challenges, including competition with modern markets and merchant
resistance to digital payment technologies such as QRIS. Fair and inclusive management by the
government, including providing facilities and socializing market prices, supports the sustainability of this
traditional market. This study recommends adaptation strategies, such as digitalization and improving
market management, to strengthen the competitiveness of people's markets without eliminating the values
of economic democracy. Kober Market is an example of traditional market management that remains
relevant and sustainable in the modern era.
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Abstrak. Pasar Kober di Purwokerto Barat berperan dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi
ekonomi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data primer melalui observasi langsung, wawancara
dengan pedagang dan pengelola pasar, serta dokumentasi aktivitas pasar. Adapun Data sekunder diperoleh
dari berbagai sumber pustaka yang membahas pasar rakyat, demokrasi ekonomi, dan pengelolaan pasar
tradisional. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa Pasar Kober berfungsi tidak hanya sebagai pusat
ekonomi lokal, tetapi juga sebagai simbol pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kebijakan seperti kebebasan
pedagang dalam menentukan harga dan larangan memperjualbelikan lapak menjadi ciri khas pasar ini.
Meskipun demikian, pasar menghadapi tantangan modernisasi, termasuk persaingan dengan pasar modern
dan resistensi pedagang terhadap teknologi pembayaran digital seperti QRIS. Pengelolaan yang adil dan
inklusif oleh pemerintah, termasuk penyediaan fasilitas dan sosialisasi harga pasar, mendukung
keberlanjutan pasar tradisional ini. Studi ini merekomendasikan strategi adaptasi, seperti digitalisasi dan
perbaikan manajemen pasar, untuk memperkuat daya saing pasar rakyat tanpa menghilangkan nilai-nilai
demokrasi ekonomi. Pasar Kober menjadi contoh pengelolaan pasar tradisional yang tetap relevan dan
berkelanjutan di era modern.
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PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan ekonomi dunia, ketidakseimbangan ekonomi telah terjadi,
baik dalam sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis. Gejala itulah yang yang menimbulkan
gagasan filsafat Demokrasi Ekonomi yang mengusulkan agenda reformasi. Bahkan George Soros,
seorang penganut ekonomi liberal, juga menganjurkan sebuah reformasi kapitalisme, yaitu
kapitalisme fundamentalis pasar. Beberapa agenda yang dirumuskan antara lain: model koperasi
demokratis, perdagangan yang berkeadilan (fair trade) sebagai alternatif pasar bebas (free trade),
kredit kemasyarakatan (sosial credit) sebagai alternatif terhadap kredit komersial (commercial
credit), jaminan pendapatan dasar (basic income guarantee), dan dalam skala internasional;
regionalisasi produksi pangan dan mata uang (Dewantara, 2014).

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan
konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia.
Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas di antara pelaku
ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena pasar modern baik yang
berskala toko swalayan, minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang
begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. Apabila tidak
diantisipasi sejak dini maka akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi
pasar rakyat termasuk pelaku ekonomi pemodal kecil seperti UMKM dan koperasi(Triono &
Tisnanta, 2022).

Pasar rakyat, yang sering dikenal sebagai pasar tradisional, memiliki peran penting dalam
mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal, pasar
ini tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga wadah untuk memberdayakan ekonomi
masyarakat kecil. Keberadaannya yang mendukung penjualan produk-produk lokal seperti hasil
tani, kerajinan, dan barang kebutuhan sehari-hari menunjukkan bagaimana pasar rakyat
menciptakan distribusi ekonomi yang inklusif, sesuai dengan semangat. Namun, modernisasi
yang pesat, terutama dengan menjamurnya pasar modern seperti minimarket dan supermarket,
membawa tantangan besar bagi keberlanjutan pasar rakyat. Persaingan yang tidak setara sering
kali melemahkan daya saing pasar tradisional, sementara pengelolaan yang kurang memadai dan
kebijakan revitalisasi yang tidak melibatkan pemangku kepentingan sering menjadi hambatan
utama. Dalam konteks ini, pengelolaan pasar rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi
ekonomi menjadi solusi utama. Pendekatan ini melibatkan peran aktif pedagang dalam
pengambilan keputusan, pengelolaan berbasis komunitas, dan dukungan pemerintah dalam
menyediakan infrastruktur dan regulasi yang memadai. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya
saing, pasar rakyat juga memerlukan strategi adaptif, seperti digitalisasi dan pengelolaan
profesional yang dapat menciptakan pasar yang kompetitif dan inklusif. Peran stakeholder atau
yang bisa disebut pemangku kepentingan dalam pengelolaan pasar tradisional menjadi kunci
keberhasilan implementasi demokrasi ekonomi. Stakeholder seperti pemerintah daerah, pengelola
pasar, serta pedagang lokal harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan secara
menyeluruh  untuk memastikan keberlanjutan pasar rakyat sebagai pilar ekonomi
kerakyatan(Halik, 2014).

KAJIAN TEORI

Pendekatan model 7S McKinsey, sebagaimana diuraikan dalam penelitian terdahulu oleh
Achmad Choerudin, menegaskan pentingnya pengelolaan pasar rakyat yang terintegrasi dan
strategis. Model ini melibatkan elemen-elemen seperti nilai bersama, sistem, struktur organisasi,
keterampilan, dan gaya kepemimpinan yang saling terkait untuk menciptakan pengelolaan pasar
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rakyat yang efisien dan berkelanjutan. Dengan implementasi berbasis data akurat dan evaluasi
yang konsisten, pasar rakyat dapat meningkatkan kinerja ekonominya, menjaga daya saing, dan
memperkuat posisi pedagang sebagai aktor utama dalam dinamika pasar. Selain itu, model ini
memberikan landasan kuat untuk adaptasi pasar rakyat dalam menghadapi perubahan ekonomi
modern dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang(Chaerudin, 2014).

Penelitian oleh Andri Wahyudi dan Puguh Achmad Fauzi di Pasar Desa Bendilwungu
menyoroti peran vital pasar rakyat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Pasar
rakyat tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi desa melalui transaksi harian, tetapi juga
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pedagang serta konsumen setempat.
Studi ini menegaskan bahwa efektivitas pasar rakyat dalam mendukung ekonomi masyarakat
sangat bergantung pada regulasi pemerintah yang mendukung serta pemeliharaan fasilitas pasar
yang memadai. Dengan pendekatan yang terstruktur, pasar rakyat dapat terus menjadi penggerak
ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan(Wahyudi & Fauzi, 2012).

Sementara itu, penelitian Mohamad Iman A. Ketjil menyoroti pentingnya pasar rakyat
dalam memperkuat demokrasi ekonomi, seperti yang terlihat pada Pasar Tradisional Setia Budi
di Bolang Itang Timur. Pasar ini memberikan akses bagi petani, nelayan, dan pedagang kecil
untuk memasarkan hasil produksi mereka langsung ke konsumen dengan harga bersaing,
sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pasar rakyat berfungsi sebagai instrumen
penting dalam pemerataan akses ekonomi, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan
menyediakan peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pasar
rakyat tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga simbol keadilan ekonomi dan
pemberdayaan masyarakat di berbagai lapisan sosial(Ketjil et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pasar rakyat, khususnya Pasar Kober
di Purwokerto Barat, dapat mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Pasar rakyat,
sebagai pusat pereckonomian lokal, memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil untuk
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang adil dan inklusif. Melalui analisis ini, penelitian akan
mengeksplorasi bagaimana pasar rakyat mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata,
memberdayakan pedagang kecil, dan meningkatkan aksesibilitas terhadap produk lokal.
Kemudian bertujuan untuk menilai peran pasar rakyat dalam menciptakan peluang ekonomi yang
setara di tengah tantangan persaingan dengan pasar modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang
menggabungkan data primer dan sekunder untuk menggali peran pasar rakyat dalam
implementasi demokrasi ekonomi di Pasar Kober, Purwokerto Barat. Data primer akan
dikumpulkan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pedagang,
pengelola pasar, serta masyarakat lokal, dan dokumentasi yang terkait dengan kegiatan pasar.
Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas yang terjadi di Pasar Kober
untuk memahami interaksi sosial dan ekonomi yang terjalin di pasar tersebut. Sementara itu, data
sekunder akan dikumpulkan melalui kajian pustaka dari jurnal, buku, laporan penelitian, dan
dokumen-dokumen terkait yang membahas pasar rakyat, demokrasi ekonomi, dan pengelolaan
pasar tradisional. Proses ini akan dilakukan dalam beberapa tahap: (1) Reduksi data, di mana data
yang terkumpul akan disaring untuk menemukan informasi yang relevan; (2) Penyajian data,
dengan menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel yang mudah dipahami; dan (3) Penarikan
kesimpulan, di mana hasil analisis akan digunakan untuk merumuskan pemahaman mengenai
peran pasar rakyat dalam mendukung implementasi demokrasi ekonomi.
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Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana
pasar rakyat dapat berperan dalam pemerataan ekonomi, pemberdayaan pedagang kecil, serta
mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pasar tradisional dalam bersaing dengan pasar modern.
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang berguna untuk pengembangan
pasar rakyat yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat peran pasar rakyat dalam
ekonomi lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama
bagi semua pihak untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan ekonomi dan
memperoleh manfaat dari hasil ekonomi yang dihasilkan. Konsep demokrasi ekonomi menurut
Mubyarto ini melibatkan beberapa hal, seperti: 1). Partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan ekonomi, baik pada level nasional, regional, maupun lokal. 2).
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber
daya ekonomi yang ada. 3). Peningkatan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan
dukungan terhadap sektor ekonomi mikro dan kecil, termasuk melalui regulasi dan kebijakan
yang mendukung pengembangan bisnis. 4). Mendorong pengembangan koperasi dan usaha sosial
sebagai bentuk bisnis yang berbasis pada prinsip keadilan dan demokrasi. 5). Menjaga
keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan(Albatroy Jalius et al., 2023).
Demokrasi ekonomi merupakan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang mana
sistem perekonomian Indonesia ini merupakan pelaksanaan ajaran dari sila-sila pancasila dan
Pasal 33 UUD 1945 demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Kemudian, demokrasi ekonomi
juga merupakan suatu kegiatan usaha yang mencantumkan nilai keadilan, pemerataan,
kebersamaan dan kemanfaatan bagi umat Islam di Indonesia(Ramadhani et al., 2022).
Demokrasi ekonomi menghindari terjadinya sistem ekonomi liberalism, etatisme, dan
pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli. sistem ekonomi liberalism
harus dihindari karena menimbulkan eksploitasi dan penghisapan terhadap sesama manusia.
Sistem etatisme dimana ekonomi dikuasai oleh negara juga harus dihindari, karena etatisme dapat
mematikan usaha-usaha di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil.
Demokrasi pasar rakyat adalah konsep yang memadukan nilai-nilai demokrasi dengan mekanisme
pasar untuk menciptakan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sistem ini
menempatkan masyarakat sebagai pusat dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi,
sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan bersama(Abbas, 2015).

Pasar rakyat yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bersama adalah contoh
demokrasi ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kegiatan ekonomi dengan
fokus pada partisipasi masyarakat:

a. Pasar rakyat menawarkan keseimbangan kepentingan bagi konsumen, pedagang kecil,
dan komunitas lokal.

b. Keadilan dalam Distribusi Ekonomi: Pasar rakyat memberikan ruang bagi pedagang
kecil dan UMKM untuk menjual barang mereka. Hal ini menghasilkan distribusi
kekayaan yang lebih merata, sehingga para pelaku ekonomi yang paling berkuasa tidak
lagi berkuasa.

c. Partisipasi Masyarakat Lokal: Pasar rakyat biasanya dikelola secara lokal dengan
partisipasi komunitas sekitar. Mereka dapat berdagang, membeli, atau mengelola pasar.
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Ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak untuk memberikan kontribusi
mereka dalam demokrasi.

d. Penguatan Ekonomi Rakyat: Pasar rakyat memfasilitasi perdagangan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, ia termasuk dalam upaya untuk
pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

e. Pengambilan Keputusan Secara Kolaboratif: Pengelolaan pasar rakyat biasanya
melibatkan keputusan yang dibuat oleh pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah
lokal. Ini menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari demokrasi ekonomi, prinsip
musyawarah dan gotong royong sangat penting.

f. Kearifan Lokal dan Keberlanjutan Pasar rakyat sering kali menjadi cerminan kearifan
lokal, termasuk dalam produk yang dijual (hasil tani lokal, kerajinan, dan makanan
tradisional). Selain itu, pola perdagangan di pasar rakyat cenderung lebih ramah
lingkungan karena minim kemasan plastik dan penggunaan sumber daya secara
berlebihan.

Melalui pasar rakyat, demokrasi ekonomi mendukung inklusi sosial dan keseimbangan
antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pasar rakyat menjadi salah satu bentuk
konkret dari ekonomi berbasis kerakyatan sesuai dengan prinsip Pancasila.

2. Pasar Rakyat Sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli
untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan
harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan
pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan
elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemasahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Adapun
dalam perkembangannya pasar diklasifikasi kan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar
modern(Toni, 2013).

Pasar tradisional merupakan salah satu indikator nyata dalam mewujudkan ekonomi
masyarakat yang berkeadilan. Adanya ancaman terhadap eksistensi dan keberadaan pasar
tradisional sebagai penggerak perekonomian rakyat yang membumi dikarenakan legalitas
kepemilikan asing terhadap perusahaan ritel, dimana keduanya memiliki kesamaan fungsi sebagai
pusat perbelanjaan menimbulkan persaingan keduanya. Pada awalnya konsumen hanya belanja
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun semakin berkembangnya usaha ritel maka
permintaan konsumen terhadap pelayanan, kenyamanan dan kebersihan dalam berbelanja pun
meningkat(Ferliana, 2018).

Adapun menurut Prastiawan & Isbandono berpendapat bahwa pasar rakyat adalah salah satu
pusat budaya di Indonesia, di mana di dalamnya diwujudkan ekspresi perilaku dan nilai yang
melekat dalam masyarakat yang terwujud di dalamnya. Sedangkan Lee menjelaskan bahwa pasar
rakyat adalah area perbelanjaan padat produk pertanian dan kelautan, pengepakan daging,
pakaian, dan barang grosir dan eceran lainnya. Selain itu Lee lebih jauh menjelaskan umumnya
pasar rakyat biasanya terletak di pusat hub transportasi, di mana ada penduduk setempat, dan di
mana ada kegiatan budaya di kota-kota. Namun, distrik tradisional ini tidak memiliki fasilitas dan
tempat parkir, dan tidak peka terhadap perubahan permintaan konsumen(Fadjarwati et al., 2021).

Pasar rakyat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung demokrasi ekonomi karena
keberadaannya mencerminkan prinsip keadilan ekonomi yang inklusif. Sebagai ruang interaksi
sosial dan ekonomi, pasar rakyat memberikan akses yang luas bagi pelaku usaha kecil seperti
petani, pedagang kecil, dan produsen lokal untuk memasarkan produk mereka secara langsung,
sehingga meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah, melalui
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program revitalisasi seperti yang dilakukan di Kota Malang, berupaya meningkatkan daya saing
pasar rakyat dengan pasar modern melalui pembenahan fisik, modernisasi manajemen, dan
penerapan inovasi seperti digitalisasi. Program-program seperti "Sekolah Pasar Rakyat Pedagang
Cerdas" (Sepasar Pedas) dirancang untuk memberdayakan pedagang dengan pelatihan dan
keterampilan yang relevan, agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu,
pasar rakyat juga menjadi ruang publik yang mendukung pelestarian budaya lokal dan kearifan
tradisional, menjadikannya lebih dari sekadar tempat transaksi ekonomi. Dengan memastikan
bahwa pasar rakyat tetap nyaman, bersih, dan mudah diakses oleh masyarakat, pemerintah
memberikan keberpihakan kepada kelompok ekonomi kecil dan menengah. Fungsi pasar rakyat
sebagai penggerak ekonomi lokal dan wadah distribusi barang yang terjangkau memperkuat
demokrasi ekonomi, karena memungkinkan terciptanya keadilan ekonomi yang merata di tengah
masyarakat. Oleh karena itu, pasar rakyat tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga
simbol pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan(Rohman & Larasati, 2023).

3. Konsep Sekolah Pasar Rakyat Oleh Pusat Ekonomi UGM

Konsep teori Pemberdayaan Pasar Tradisional melalui Pendekatan Holistik dan Digitalisasi
yang digagas oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM bertujuan untuk
meningkatkan daya saing pasar rakyat di Indonesia dengan mengembangkan tiga aspek utama:
intelektual, institusional, dan material.(Rahmawati, 2020).

Aspek intelektual mencakup peningkatan pengetahuan pedagang dalam manajemen pasar,
pemasaran, dan penggunaan teknologi informasi, yang dilakukan melalui pelatihan dan diskusi
langsung. Aspek institusional berfokus pada penguatan kelembagaan pasar melalui pembentukan
organisasi pedagang yang terstruktur untuk menciptakan sinergi antara pedagang, pemerintah,
dan masyarakat. Di sisi material, perhatian diberikan pada peningkatan infrastruktur pasar,
termasuk kebersihan, aksesibilitas, dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung
operasional pasar, serta memfasilitasi adopsi platform digital seperti belanja online untuk
memperluas jangkauan pasar, terutama di masa pandemi. (Kagama 2021).

Melalui pelatihan online dan pendampingan digital, program ini membantu pedagang tetap
beroperasi dan meningkatkan pendapatan mereka, menjawab tantangan pembatasan sosial.
Implementasi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan komprehensif yang mencakup
pendidikan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan infrastruktur, pasar tradisional dapat
berkembang dan bersaing di era modernisasi, menjadikannya pusat ekonomi lokal yang berdaya
saing tinggi.(Alfianita et al., 2017).

Program Sekolah Pasar yang dicetuskan oleh Pustek UGM telah berhasil membangun
komunitas pedagang yang terorganisir melalui platform digital seperti Sepasar.id. komunitas ini
memungkinkan pedagang untuk berbagi informasi, strategi pemasaran, dan pengalaman dalam
menghadapi tantangan di pasar tradisional. Di beberapa pasar, seperti Pasar Sambilegi, terbentuk
paguyuban yang berfungsi sebagai wadah bagi pedagang untuk saling mendukung dan
berkolaborasi dalam kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha. Paguyuban ini juga berperan
dalam memfasilitasi pelatihan dan pendampingan dari Pustek UGM(Masitha, 2010).

4. Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Kober

Pengelolaan berasal dari kata "kelola," yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kontemporer karya Peter Salim dan Yenny Salim diartikan sebagai memimpin, mengendalikan,
mengatur, serta mengusahakan sesuatu agar lebih baik, maju, dan bertanggung jawab atas
pekerjaan tertentu. Djamarah menyamakan istilah pengelolaan dengan manajemen, yang berasal
dari kata management dalam bahasa Inggris, yang berarti ketatalaksanaan atau pengelolaan.
Dengan demikian, pengelolaan atau manajemen dapat dipahami sebagai proses sistematis yang
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meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan(Kifliyanto, Masye, 2021).

Dalam konteks pasar tradisional, manajemen yang profesional menjadi elemen penting untuk
menjaga keberlanjutan di tengah persaingan bisnis ritel modern. Pemerintah perlu memberikan
perhatian khusus pada strategi pengelolaan pasar dengan fokus pada tiga aspek utama. Pertama,
pembenahan sarana dan prasarana pasar, yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak
swasta. Konsep bangunan pasar harus disesuaikan dengan kebutuhan pedagang dan pembeli,
termasuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Kedua, pembenahan manajemen pasar secara
total dengan menunjuk kepala pasar yang memiliki kompetensi manajerial memadai untuk
memastikan operasional yang lebih terorganisir. Ketiga, penyediaan solusi jangka panjang bagi
Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti menyediakan tempat khusus di dalam area pasar untuk
mengintegrasikan mereka ke dalam ekosistem pasar yang lebih formal. Selain itu, rekomendasi
dari Lembaga Penelitian Smeru menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia
yang terlibat dalam pengelolaan pasar tradisional. Pola pikir yang selama ini terlalu berorientasi
pada pendapatan (income-centric) harus diubah menjadi pendekatan yang lebih inklusif dengan
menyeimbangkan antara pelayanan komunitas pasar dan kebutuhan ekonomi. Kepala pasar tidak
hanya bertugas sebagai pengumpul retribusi, tetapi juga sebagai konsultan bisnis yang mampu
memberikan solusi kepada pedagang yang menghadapi tantangan. Dengan penerapan
pengelolaan yang terintegrasi, pasar tradisional dapat tetap relevan dan kompetitif sekaligus
mempertahankan fungsi sosialnya sebagai pusat interaksi ekonomi masyarakat(Gani, 2018).

Adapun pengelolaan Pasar di Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bidang Pasar, Dinas
Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag). Setiap UPTD mempunyai wilayah kerjanya
masing-masing yang terdiri dari gabungan beberapa kelas pasar yaitu, pasar kelas 1, pasar kelas
2, pasar kelas 3, dan pasar kelas 4. Adapun UPTD pasar di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi
1) UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur meliputi Pasar Sokaraja, Banyumas, Sangkalputung
dan Sumpiuh; 2) UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat meliputi Pasar Ajibarang. Wangon,
Jatilawang. Legok dan Karangtengah; 3) UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I meliputi Pasar
Wage, Larangan, Kemukusan, Peksi Bacingah, Situmpur dan Sarimulyo dan 4) UPTD Pasar
Wilayah Purwokerto II meliputi Pasar Manis, Prathista Harsa, Pon, Pahing, Kober, Ikan Mina
Restu dan Cikebrok(Widiyanto et al., 2023).

Pasar rakyat, seperti Pasar Kober di Purwokerto Barat, memiliki peran strategis sebagai pilar
demokrasi ekonomi. Dalam konteks demokrasi ekonomi, pasar rakyat adalah wadah bagi
terciptanya kesetaraan kesempatan ekonomi bagi masyarakat dari berbagai kalangan, terutama
pedagang kecil dan menengah. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para
pedagang Pasar Kober menunjukkan bahwa pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi
ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan gotong royong, di mana pelaku usaha mikro dapat
bersaing secara adil tanpa dominasi oleh pemain besar. Melalui observasi, terlihat bahwa pasar
ini mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi karena memberikan ruang bagi berbagai lapisan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Ibu maisaroh salah satu pedagang sayur di Pasar Kober mengatakan “ harga sayur ditentuin
sendiri sama pedagang, kita para pedagang paling cuma ngasih uang sewa aja ke orang kantor”.
Dalam argumen yang dinyatakan oleh ibu maisaroh para pedagang diberikan hak penuh dalam
menentukan harga dagang barang yang dijual kepada para pembeli, orang kantor yang dimaksud
oleh ibu maisaroh adalah staff dari Dinas Perdagangan yang ditugaskan untuk mengawasi dan
mengelola Pasar Kober Purwokerto Barat. Yang kemudian ibu maisaroh melanjutkan
argumennya dengan mengatakan “uang sewa yang dibayar itu buat uang pajak dan kebersihan
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pasar, kayak fasilitas dll”. Sesuai dengan pernyataan ibu maisaroh, Dinas Perdagangan
Purwokerto mengawasi serta memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kelayakan serta
kebersihan pasar melalui uang sewa yang dibayarkan oleh para pedagang di pasar. Hal tersebut
sebagaimana disampaikan oleh ibu maisaroh melalui argumennya, ia menyatakan kalau para
pedagang dipasar merasa adil dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan. Para
pedagang dipasar dibebaskan untuk bisa memasang harga sendiri untuk produk dagang yang
mereka jual, karena menurut ibu maisaroh sebagai pedagang mereka yang paling tahu untuk harga
dagang produk yang mereka jual sendiri. Disamping itu staf Dinas Perdagangan biasanya
melakukan sosialisasi mengenai harga dagang produk yang sedang mengalami kenaikan harga
kepada para pedagang di pasar, menurut ibu maisaroh hal itu dilakukan guna memberitahu para
pedagang nett harga atau harga rata-rata barang yang beredar di pasaran selain Pasar Kober. Untuk
pengelolaan Pasar Kober sendiri sesuai dengan yang dinyatakan oleh ibu maisaroh pengelolaan
pasar seperti kebersihan pasar, perawatan dan penyediaan fasilitas dilakukan dan disediakan oleh
staff Dinas Perdagangan menggunakan biaya sewa lapak dagang yang dibayarkan oleh para
pedagang. Kemudian adapun peraturan yang ditetapan oleh Dinas Perdagangan untuk para
pedagang Pasar Kober adalah para pedagang pasar dilarang keras untuk memperjual belikan lapak
dagang mereka kepada siapapun baik kepada pihak keluarga maupun pihak dari luar yang tidak
mempunyai hubungan darah. Ibu maisaroh menyatakan bahwa ia sudah berdagang di Pasar Kober
di lapak dagang yang sama selama kurang lebih 20 tahun, lapak tersebut diturunkan turun
temurun dari keluarganya. Untuk lapak dagang itu sendiri boleh diturunkan atau diwariskan
kepada saudara ataupun keluarga yang masih memiliki hubungan darah dengan pemilik lapak.

Adapun menurut pernyataan dari narasumber lain yang bernama Ibu Warsinah, ibu Warsinah
merupakan pedagang ayam potong yang berjualan diluar lapak Pasar Kober, ibu warsinah tidak
mempunyai lapak dagang di dalam Pasar Kober sehingga ia berjualan di samping pinggir jalan
Pasar Kober, Ibu Warsinah mengungkapkan bahwa untuk para pedagang yang berjualan di
samping pinggir jalan Pasar Kober harus membayar karcis sewa lapak per-harinya. Karcis
tersebut dipatok dengan harga Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah). Meskipun begitu, ia tetap merasa
bersyukur karena telah mendapatkan lapak dagang walaupun disamping pinggir jalan Pasar
Kober, ia merasa harga sewa yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan adil dan tidak
memberatkan para pedagang yang menyewa lapak disamping pinggir jalan kober, ibu warninah
sendiri sudah berjualan ayam potong di lapak itu selama kurang lebih 10 tahun. Sama hal nya
seperti ibu maisaroh selama ia berjualan disana untuk harga dari ayam potongnya ia tentukan
sendiri, Dinas Perdagangan tidak ikut campur dalam menentukan harga jual barang.

Penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para pedagang di Pasar
Kober. Para pedagang menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan program pelatihan
seperti sekolah pasar atau penyuluhan mengenai tata cara pengelolaan pasar. Mereka hanya
pernah menerima sosialisasi dari staf Dinas Perdagangan yang mengawasi Pasar Kober.
Sosialisasi tersebut mengenai penggunaan metode pembayaran melalui QRIS. Para pedagang
disarankan untuk mulai menambahkan metode pembayaran menggunakan QRIS, mengingat
pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Dalam sosialisasi tersebut, para pedagang juga
diperkenalkan dengan cara pembuatan kode QRIS. Dinas Perdagangan dsebagian besar pedagang
menolak dengan halus untuk menggunakan metode pembayaran QRIS, mengingat usia mereka
yang tidak lagi muda dan ketidakmampuan dalam teknologi (gaptek), sehingga merasa kesulitan
dalam mengimplementasikannya. Sebagai hasilnya, para pedagang di Pasar Kober tetap memilih
untuk menerima pembayaran secara tunai. Menanggapi hal ini, Dinas Perdagangan tidak
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memaksa para pedagang untuk menggunakan QRIS dan memahami kondisi tersebut. Para
pedagang pun merasa dihargai dan senang karena dimengerti.

Dinas Perdagangan Purwokerto Barat memberikan kebijakan yang adil dan fleksibel bagi
para pedagang di Pasar Kober. Kebijakan ini mencakup kebebasan menentukan harga dagangan,
sosialisasi harga pasar, serta pengelolaan fasilitas dan kebersihan pasar melalui uang sewa lapak.
Kebijakan larangan memperjualbelikan lapak memberikan perlindungan terhadap hak pedagang
dan menjaga keberlanjutan usaha keluarga. Bagi pedagang yang berjualan di luar lapak resmi,
tarif sewa harian yang terjangkau tetap memberikan kesempatan untuk berdagang. Dengan
pendekatan ini, Dinas Perdagangan mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan di Pasar
Kober secara inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dinas Perdagangan Purwokerto Barat menerapkan kebijakan yang mencerminkan prinsip
demokrasi ekonomi di Pasar Kober. Kebijakan ini mengutamakan keadilan dan inklusivitas,
seperti memberikan kebebasan kepada pedagang untuk menentukan harga barang dagangannya,
menyediakan fasilitas yang layak melalui pengelolaan uang sewa, dan menetapkan aturan yang
melindungi hak-hak pedagang, seperti larangan memperjualbelikan lapak kepada pihak luar.
Dengan tarif sewa yang terjangkau, baik untuk lapak resmi maupun pedagang di luar area pasar,
Dinas Perdagangan memastikan bahwa akses terhadap peluang ekonomi di Pasar Kober terbuka
bagi semua kalangan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pasar rakyat, di mana pasar menjadi pusat
interaksi ekonomi berbasis masyarakat lokal. Pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat
jual beli, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku usaha kecil untuk menjalankan kegiatan ekonomi
mereka dengan adil dan tanpa tekanan dari pihak luar. Demokrasi ekonomi terlihat dari pemberian
kebebasan kepada pedagang dalam menetapkan harga, yang menunjukkan bahwa pedagang
memiliki kontrol penuh atas usaha mereka sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dengan
kebijakan ini, Pasar Kober menjadi contoh implementasi demokrasi ekonomi yang melibatkan
partisipasi aktif pedagang dalam pengelolaan ekonomi, memberikan keseimbangan antara
kebebasan individu dalam berdagang dan tanggung jawab bersama untuk menjaga fasilitas pasar.
Pendekatan ini mendukung pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus memastikan pemerataan
akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga pasar rakyat tetap relevan dan berkelanjutan di
tengah perkembangan zaman.
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